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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Kabupaten Bombana.
Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek
keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan
tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi SAKIP di
Pemerintah Kabupaten Bombana dilihat dari dimensi Pencapaian tujuan
secara keseluruhan telah melakukan pentahapan terkait pelaksanaan SAKIP
namun belum optimal dikarenakan masih terfokus dalam memperbaiki tahap
dalam aspek perencanaan kinerja terkait pelaksanaan SAKIP dikarenakan
masih kurangnya pemahaman OPD dalam menentukan Indikator Kinerja
Utamanya. (2) Dilihat dari dimensi Integrasi pada Pemerintah Kabupaten
Bombana masih melakukan perbaikan dalam hal pengukuran kinerja
dikarenakan indikator kinerja pada beberapa perangkat daerah belum
seluruhnya dapat digunakan sebagai tolak ukur setiap pencapaian tujuan atau
sasaran kinerja. (3) Dilihat dari dimensi Adaptasi terkait aspek Evaluasi yang
dilakukan dalam penyelenggaraan SAKIP menyatakan bahwa evaluasi antar
setiap OPD belum dilakukan dengan optimal serta ketersediaan sarana dan
prasarana berbasis IT koneksi belum memadai meskipun peralatan dan
perlengkapan kantor sudah memadai. Dan juga masih kurangnya pembinaan
terhadap sumber daya manusia yang disebabkan terbatasnya anggaran.

Keyword: Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
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PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pembangunan menuju terciptanya pemerintahan yang baik
(Good Corporate Governance) untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah yang
merupakan tujuan dari setiap instansi pemerintahan di Indonesia. Agar terciptanya
pemerintahan yang baik ini salah satu cara yang dilakukan yaitu perlu adanya sistem
pengukuran kinerja yang baik. Seiring berjalannya waktu, pengukuran kinerja pada
instansi pemerintahan mengalami perubahan orientasi yaitu pengukuran kinerja yang
berorientasi pada input kini bergeser pada pengukuran kinerja yang berorientasi pada
hasil (result oriented government). Dalam hal ini diperjelas secara tertulis dengan adanya
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur khusus tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja merupakan
garda terdepan dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance) dan berkaitan dengan instansi pemerintah yang mampu
mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk menghasilkan
pelayanan publik secara optimal. Untuk mendukung terlaksananya sistem pengukuran
kinerja ini maka pemerintahan membuat sistem pengukuran kinerja yang disebut Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), (Christy et al., 2017).

Pelaksanaan sistem akuntabilitas ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan
integrasi dari sistem Perencanaan, Penganggaran dan Sistem Pelaporan Kinerja yang
selaras dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Keuangan. Untuk mencapai
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang baik dan berorientasi hasil, maka Pemerintah
harus terlebih dahulu menetapkan hasil yang jelas berupa kondisi yang ingin
diwujudkan, menentukan indikator kinerja keberhasilannya yang dapat diukur dan
relevan. Selanjutnya, menentukan target dari tiap indikator yang digunakan dengan
mempertimbangkan harapan masyarakat dan ketersediaan sumber daya, menentukan
program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Pemerintah juga perlu membangun budaya organisasi yang berorientasi pada kinerja.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, perlu komitmen dari seluruh komponen
pemerintah daerah. Komitmen yang kuat dari pimpinan instansi pemerintah untuk
menciptakan good governance dan clean government di lingkungan kerjanya merupakan
faktor terpenting dalam mewujudkan SAKIP. Pimpinan juga harus mengubah pola
pikirnya agar program dan kegiatan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
memberikan manfaat. Pemerintah Kabupaten Bombana selaku pengemban amanah
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masyarakat Kabupaten Bombana melaksanakan kewajiban untuk berakuntabilitas
melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bombana yang dibuat
sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Bombana adalah salah satu yang telah menerapkan SAKIP.
Kabupaten Bombana mendapat penilaian khusus dari Kemenpan-RB karena pada tahun
2021 lalu Pemerintah Kabupaten Bombana mendapatkan Predikat CC dalam Award
SAKIP 2019 yang dilaksanakan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bombana
berhasil meningkat karena mendapatkan predikat B pada penghargaan atas prestasi
dalam melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja instansi (SAKIP). Dalam Award SAKIP
2022 yang dilaksanakan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Kabupaten Bombana mendapat predikat B dalam
mengelolah SAKIP. Penilaian dari MENPAN RB ini pada aspek SAKIP menunjukkan bahwa
Pemerintah Kabupaten Bombana beserta dukungan seluruh perangkat daerah
menunjukkan komitmen dan konsisten dalam menyusun dan mengawal perencanaan
yang berkualitas dan mengimplementasikannya sampai kepada tataran program dan
kegiatan yang terselaraskan dengan baik. Mendapat predikat terbaik tentu saja tidak
mudah untuk setiap pemerintahan, implementasi SAKIP yang dilaksanakan setiap
pemerintah daerah tidak hanya diperuntukkan bagi kepentingan daerah itu sendiri,
melainkan juga harus dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha
menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang
diperoleh dilapangan. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong 2002) bahwa metode
penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang
diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan
persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interakif. Analisis data dilakukan
tiga alur yaitu:
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1. Reduksi Data. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting serta suatu bentuk analisis yang
menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan
mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat
ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data. Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara
sistematik dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan
peneliti dan juga sebagai suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan
kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan
pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan
simpulan serta memberikan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan . Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah kegiatan analisis
data yang berlangsung dilapangan maupun setelah selesai dilapangan. Selain itu
penarikan kesimpulan sesuai dengan analisis data. Dalam awal pengumpulan data,
peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan
mencatat peraturan-peraturan sebab-akibat dan berbagai proporsi sehingga
penarikan kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memiliki 5 aspek yaitu:
perencanaan Kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian
kinerja. Dalam hal ini dapat dilihat dari teori efektivitas yang dikemukakan Duncan yaitu
pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Berdasarkan hasil diskusi teori dengan temuan
dilapangan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di
Pemerintah Kabupaten Bombana sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dilihat dari aspek perencanaan kinerja terkait pelaksanaan SAKIP dalam hal ini
disampaikan dalam Catatan Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait
dengan kualitas implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Bombana yaitu untuk melakukan
reviu dan memperbaiki dokumen perencanaan kinerja, baik perencanaan kinerja jangka
menengah maupun perencanaan kinerja jangka pendek, sehingga mewujudkan keselarasan
RPJMD, Renstra, PK, dan IKU. Capaian Kinerja dari 6 sasaran yang telah ditetapkan
Pemerintah Kabupaten Bombana pencapaiannya kurang memuaskan. Dari hasil penelitian
menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana masih terfokus untuk memperbaiki tahap
perencanaan dikarenakan masih kurangnya pemahaman OPD dalam menentukan Indikator
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Kinerja Utamanya. Dalam hal ini dikaitkan dengan teori Efektivitas yang dikemukakan Duncan
dilihat dari dimensi pencapaian tujuan, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin maka
diperlukan yang nama nya pentahapan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bombana telah
melakukan pentahapan pelaksanaan SAKIP yaitu salah satunya perencanaan Kinerja yakni
rencana strategis, namun masih perlu perbaikan dalam tahap perencanaan dalam hal
keselarasan dokumen Renstra dan RPJMD terkait pencapaian target kinerja sasaran untuk
pencapaian tujuan.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana dilakukan dengan
cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran pada masing
masing indikator kinerja yang akan dicapai, dan akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja. Dari 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung
pencapaian Kinerja sasaran dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Bombana, Kinerja yang
dicapai menunjukkan bahwa 100% atau telah memenuhi kriteria sangat tinggi, sedang dan ada
indikator belum ada hasil. Namun dari hasil wawancara menyatakan bahwa dalam hal ini
Pemerintah Kabupaten Bombana juga masih melakukan perbaikan dalam hal pengukuran
kinerja dikarenakan indikator kinerja pada sebagian perangkat daerah belum seluruhnya dapat
digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian setiap tujuan atau sasaran kinerja.

Disesuaikan dengan teori Efektivitas menurut Duncan dilihat dari dimensi integrasi
yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan organisasi untuk mengadakan sosialisasi,
pengembangan konsensus, dan juga komunikasi dengan berbagai organisasi lainnya. Secara
proses dan prosedur dalam melakukan sosialisasi, terkait pelaksanaan SAKIP di Pemerintah
Kabupaten Bombana sudah berjalan, namun tidak berjalan optimal. Disebabkan bimbingan
teknis dan pelatihan-pelatihan terbatas dilakukan karena persoalan anggaran yang dibatasi.
Sehingga kualitas perencanaan sangat mempengaruhi langkah selanjutnya untuk menjadi tolak
ukur keberhasilan, maka dari itu perlu perbaikan dalam aspek perencanaan. Dari hasil
penelitian juga ditemukan kendala bahwa respon dari Pimpinan Perangkat Daerah terkait
penyelenggaraan SAKIP masih kurang untuk hadir dan hanya mengutus untuk diwakilkan.
Dapat dilihat bahwa komitmen perangkat daerah terkait pelaksanaan SAKIP masih belum
menjadi prioritas. Sehingga disesuaikan dengan teori efektivitas yang dikemukakan Duncan
dapat dilihat bahwa dalam aspek pelaksanaan pengkuran kinerja pada Pemerintah Kabupaten
Bombana dilihat dari dimensi integrasi pada pengembangan konsensus dan komunikasi belum
berjalan dengan optimal.

3. Pelaporan kinerja

Dalam catatan Menpan menyatakan bahwa Pelaporan kinerja telah disusun beserta
setiap OPD namun belum memberikan informasi mengenai analisis faktor pendukung maupun
penghambat keberhasilan capaian kinerja. Hal ini mengakibatkan laporan kinerja belum
mampu memberikan umpan balik untuk mendorong perbaikan tahun berikutnya. Dari hasil
penelitian menyatakan bahwa prosedur terkait pelaksanaan sakip salah satunya yaitu pelaporan
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sudah dilaksanakan sosialisasi terkait penyusunannya namun belum optimal sesuai harapan.
Disebabkan oleh bimbingan teknis yang terbatas dilakukan, sehingga hanya dilakukan
pendampingan secara mandiri dalam penyusunannya. Terkait dengan Teori Efektivitas
menurut Duncan Dilihat dari dimensi integrasi secara proses dan prosedur terkait pelaporan
kinerja sudah dilakukan namun masih hanya sekedar formalitas sehingga belum maksimal
dalam hal pelaporannya.

4. Evaluasi Kinerja

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau
pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya
pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi
Pemerintah tahun 2022 dari Kemenpan-RB menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten
Bombana memperoleh predikat B. Kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan
penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Bombana
sudah mulai berjalan namun masih memerlukan perbaikan. Dari hasil penelitian menyatakan
bahwa hasil evaluasi antar setiap OPD belum dilakukan dengan optimal sehingga masih ada
pejabat yang melaksanakan kinerjanya namun belum sesuai standar jabatannya. Dalam
peningkatan pelaksanaan SAKIP kemampuan daya tangkap SDM menjadi hal yang penting
untuk diperhatikan, dari hasil penelitian upaya yang dilakukan dalam peningkatan SDM terkait
pelaksanaan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bombana yaitu dengan melaksanakan Bimtek,
Pelatihan, dan Workshop terkait pelaksanaan SAKIP. Dari hasil penelitian juga menyatakan
bahwa sarana dan prasarana dari segi peralatan kantor sudah memadai namun yang menjadi
kendala adalah ketersediaan sarana berbasis teknologi informasi, sehingga belum bisa
menggunakan aplikasi yang dihibahkan oleh Pemerintah Kota Bandung dikarenakan
konektivitasnya belum terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Bombana. Dalam hal ini
dikatikan dengan teori Efektivitas menurut Duncan dilihat dari dimensi adaptasi yang
menyatakan bahwa tolak ukur efektivitas adalah peningkatan sumber daya manusia serta sarana
dan prasarana namun pada Pemerintah Kabupaten Bombana belum dilakukan secara efektif.

5. Capaian Kinerja

Dari hasil pengukuran dan evaluasi Kinerja, secara umum Pemerintah Kabupaten
Bombana Tahun 2022 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran sasaran strategis yang
telah ditargetkan dapat dicapai, dan masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai
target yang diharapkan pada tahun 2022 dengan berbagai kendala seperti terdapat beberapa
pimpinan OPD yang masih belum memahami kinerja dan indikator kinerja yang akan dicapai,
serta kualias indikator kinerja pada sebagian perangkat daerah yang seluruhnya belum dapat
digunakan untuk mengukur keberhasilan setiap sasaran kinerja. Dalam hal ini dikaitkan
dengan teori efektivitas menurut Duncan dilihat dari dimensi pencapaian tujuan dalam
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penentuan sasaran yang tepat di Pemerintah Kabupaten Bombana masih belum efektif
dikarenakan masih perlu mewujudkan keselarasan antara dokumen RPJMD dan Renstra

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bombana dilihat dari dimensi
Pencapaian tujuan secara keseluruhan telah melakukan pentahapan terkait pelaksanaan SAKIP
namun belum optimal dikarenakan masih terfokus dalam memperbaiki tahap dalam aspek
perencanaan kinerja terkait pelaksanaan SAKIP dikarenakan masih kurangnya pemahaman
OPD dalam menentukan Indikator Kinerja Utamanya. Dilihat dari aspek Capaian Kinerja
dalam penentuan sasaran yang tepat belum dilaksanakan dengan efektif dikarenakan masih
perlu mewujudkan keselarasan antara dokumen RPJMD dan Renstra. Dilihat dari dimensi
Integrasi pada Pemerintah Kabupaten Bombana masih melakukan perbaikan dalam hal
pengukuran kinerja dikarenakan indikator kinerja pada beberapa perangkat daerah belum
seluruhnya dapat digunakan sebagai tolak ukur setiap pencapaian tujuan atau sasaran kinerja.
Secara proses dan prosedur terkait sosialisasi belum berjalan sesuai harapan, dan salah satu
yang menjadi kendala adalah respon dari pimpinan Perangkat Daerah terkait penyelenggaraan
SAKIP, sehingga dalam hal pengembangan konsensus dan komunikasi belum optimal. Dilihat
dari aspek Pelaporan kinerja secara proses dan prosedur terkait pelaporan kinerja sudah
dilakukan namun masih hanya sekedar formalitas sehingga belum maksimal dalam hal
pelaporannya. Dilihat dari dimensi Adaptasi terkait aspek Evaluasi yang dilakukan dalam
penyelenggaraan SAKIP menyatakan bahwa evaluasi antar setiap OPD belum dilakukan
dengan optimal serta ketersediaan sarana dan prasarana berbasis IT koneksi belum memadai
meskipun peralatan dan perlengkapan kantor sudah memadai. Dan juga masih kurangnya
pembinaan terhadap sumber daya manusia yang disebabkan terbatasnya anggaran. Dilihat dari
dimensi Adaptasi yang menyatakan bahwa tolak ukur efektivitas adalah peningkatan sumber
daya manusia serta sarana dan prasarana namun pada Pemerintah Kabupaten Bombana belum
dijalankan dengan efektif.
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